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GUN}EIRNUI{. LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
lIoMoR: c/ d\ lB.oslHrlizo2s

TEITTAITG

PEMBENTT'KAJT TIM PEITTELEI|GGARAAI{ LAYAJTAIT CLEARIIW''OUSE
PEI{GADAAI{ BARAI{G/JASA PEUERIITTAH DI PROVITSI LIIMPUI{G

TAIITIIT 2023

GT'BERITT'R LAUPUNG,

a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali
timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan
sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan
berpotensi menyimpang dari tujuannya;

b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan
permasalahan yang te{adi atau berpotensi te{adi dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menyelenggarakan layanan Clearing House
sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas
permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dal huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya
dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim
Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan artara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Daerah Provinsi dan Kabupaten lKota;

56 Tahun 2019
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Peraturan L,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
p"-".i"t"ft Nomoi 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi L'ampung Nomor 4 Tahun 2019

l""t tg p.*tentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi lampung;

Mengingat



,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor lO Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Gubernur I-ampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Keda
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 ter,tarrg
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2O23;

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2O22 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l,ampung Tahun Anggaran 2023;

TEMIIIUSKAIT:

XEPUTUSAN GT'BERITI'R TEilTAICG PEITI'ITJT'XAN PERSONIL
KTLOUPOX IIER^'A PEXIILIHAI| DALAU PEITGADAAIT
BARAITG/JASA PA.DA BIRO PETGADAAI( BARAI|G DAI{ JASA
SEXREf,ARIAT DAERAH PROVII|SI L/IUPUITG TAHUIT
AI{GGARAI{ 2Oi}3.
Menunjuk Personil Kelompok Ke{a Pemilihan dalam Pengadaan
Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi la.mpung Tahun Anggaran 2023, dengan
n€rma-narna personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
b. menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode

pemilihan:
1) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa l.ainnya dengan Pagu
Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,0O (seratus
milyar rupiah); dan

2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan
Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak
Rp I 0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

c. melakukan pemilihan peyedia Barang/Jasa (tender) mulai dari
pengumuman kualifikasi sampai dengan menjawab sanggahan;

d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran
atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya bernilai
diatas RplOO.OOO.0O0.0O0,00 (seratus milyar rupiah) dan
Penyedia Jasa Konsultansi bernilai diatas Rp I 0. 000. 000' 0 00, 00

(sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Pengadaan Barang

dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

e. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/ Seleksi kepada PPK- 
melatui kepala Biro pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat

Daerah Provinsi LamPung;

f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

Barang/ Jasa Provinsi LamPung;

g. -"r.rbI.ik ., data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan
- i".rttg dan Jasa. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi

l,ampung mengenar penyedia Barang/Jasa yang melakukan

;;;;-& 
- 
".pl.t 

peniiuan, pemalsuan dan pelanggaran

lainnya; dan
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Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8?^O[ 2023

GT'BERITI'R LIIUPUNG,

ARII{AL DJUI{AIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

2. lnspektur ProYinsi Iffpung di Bandar Lampung;

3. KeDala Badan Pengelolaan'ftt"*g- a- 4""1.$9q' Provinsi t'ampung di Telukbetung;

;- ilil; eiro Hulru;l setda Provinsi Lampung di Telukb€tung;

i. rtli.ing--""ing anggota Tim yang bersangkutan'

3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan
mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung
kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;

4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan
berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;

5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai
system/alat/kelengkapan pendukung l,ayanan Cleaing
Hou.se, meliputi narnun tidak terbatas pada : SOP, Aplikasi
TIK, dan sarzrna-prasarana perkantoran; dan

6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan
Anggota Tim Layanan Cleaing House dalam rangka
memperlancar pelaksanaan pembahasan.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimalsud pada Diktum
Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium terhitung sejak
bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 2O Tahun 2O22 tentang Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi l,ampung Tahun 2023.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi t ampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi la.mpung dalam Kegiatan Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening
5.1.2.O2.O1.O4.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubemur
l,ampung Nomor : G / 2a / B.O5 / HK / 2022 tentang Penyelenggaraan
Layanan Clearing Hou.se Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Provinsi la.mpung, dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ O(
TANGGAL : O\-

/B.Os/rrK/2023
of 2023

SUSTIITAIT PERSOITALIA TIM LAYAI{AIT CI.EARIIft HOASE
PENGADAAN BARAITG/JASA PEUTRINTAH PROVIIISI LAUPT'NG TAIIUN 2()23

I. Pengarah

II.

m.

Ketua

Wakil

GUBERNUR LAMPUNG,

ARIITAL DJUNNDI

IV. Sekretaris

V. Anggota Tetap

VI Anggota Tidak
Tetap

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Provinsi Lampung.

Inspektur Provinsi Lampung.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi lampung.
Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

1. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi l,ampung.

2. Kepala Bagran Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi l,ampung.

3. Sherli Yessi, ST.,MT (Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Sub Subtansi Pendampingan, Konsultasi dan
atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pro'rinsi
Lampung).

1. Unsur Polda l,ampung.
2. Unsur Kejati Lampung.
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LAMPIRAN II

I. Ketua Andi Yudiansyah, SR, SKM (Analis Kebijakan Ahli
Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan
Bidang Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Provinsi l,ampung).

Yasir Heriyanto, S.E (Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Subtansi Pembinaan Sumber
Daya Manusia Bidang Pembinaan dan Advokasi Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi t ampung).

1 Herawati, S.H.,M.H (Analis Hukum Ahli Muda Sub
Koordinator Sub Subtansi Litigasi Bantuan
Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).

2. Helman N Taufrk, S.H (Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Muda Sub Koordinator
Sub Subtansi Penyusunan Produk Hukum
Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi t ampung).

3. Yuliana Usman, S.H.,M.M (Analis Kelembagaan
pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung).

4. Rahmat, S.E.,M.M (Analis Pengembangan Sumber
Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

5. Fauliani Ariani, A.md (Pengelola Fasilitas Bantuan
Hukum pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi L^ampung).

II. Sekretaris

III. Anggota

GT'BERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : c/ 0t /B.os/}{K/2o23
TANGGAL : Og. O\ 2023

SUSUITAN PERSOITALIA SEKRTTARIAT CI.DARII{G HOAS.E
PENGADAA.II BARANG/JASA PEMERINTAH PROVITSI LAMPT'NG TAHUIT 2023


